PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANT‘AN BARAT .
NOMOR %" TAHUN 2023 :

TENTAN G-

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERA_ ANEKA
USAHA MENJADI PERUSAHAAN UM UM DAERAH ANEI{A"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -
GUBEEE@UR KALIMANTAN BARAT &8

Menimbang : a. bahwa Sesueu dengan ketentuan Pa
Unda_ng Undang Nomm 23 Tahun

54 Tahun 2017 tentang Badan':___
.perlu dﬂakukan penyesuaian
perusahaan = :

b.
C. bahwa berdasax kan
dlmaksud dalam
Mengingat o 1. Pasal 18 ayat (6) .
2.

Normor 6573) '
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U11dan0~15nciafld' Nomor 12 Tahun 201-1

Pembentukan : Peraturan Pe’-::r.'v.mdang«-umdazwam_f;_'j_f.::'_r-f__'-j;-'E

(Lembaran’ Negara Repubhk Indones1a Tahun 2011

Nomor 82, ’I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk_-f; o

Indonesia  Nomor 5234) sebagaimana teiah dmbah-;j:_:_::_'-'- :

dengan UndanmUndang Nomcr 13 Tahun 2022 tentanﬂf'_.-_-:f

Pembahan Kedua “Atas Undang Undang Nomor 12’"'._5':'_1_. L

Tahun __2022 E tentanﬂ Pembentukan Peraturan’-s
Perundané undanwéﬁ _ (Lernbaran Negara Repubhki_f
Indonesm Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan_,_j:;
Lembaran Necrara Repubh}: Indonesaa Nomor 6398) _' o
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 20’?2 chtan

Kahmantan Barat

Provinsi }- (Lembaran

Dalam - Negen Nomor ; 120 Tahu.:”

Nomor 157) GE
Peraturan Menter1 Daiam Negerz Nom{)r 37 Tahu' .
tentang Pengangkatan dan Pemberhenhaﬂ An;
Dewan Pengawas atcxu Anggo‘{a Kormsarlss .idan nggot
Direksi Badan Usaha I\/hhk D: 'erah (Berlta Negara
Repubhk Indones1a Tahun 2018 Nomdr 700);
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 18 'Tahﬁﬁz'{)ig |
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,
Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT -
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK
HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA =
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

BAB1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. _ .

2.  Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur pez‘zyefeﬁgg@;rai,
pemerintahan  daerah  yang memimpin pelaksanéan- ﬁz‘uééﬁf .
pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi .’{{alin‘zanta};ﬂ'sérat; e
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. . _ | .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dzs1n0fkat D?RD '_;ﬁ_'
adalah Dewan Perwaldilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat _

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kahmantan Baz at o
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adaiah’ o B
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar mﬂda}nya dirniliki- oieh.“ |
Daerah. _ _ _

7. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutﬁya. disébu*ﬁ'_ =
Perusda Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha_':-

Provinsi Kahmantan Barai
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10.

11.

12.

13.

14.

(1)

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang seﬁiari’jtitﬁj;fa'-d_i's'é*bu:ii- S

Perumda Aneka Usaha adalah Perusahaan Umum Daerah 5Anekja .Usah'_af P

Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur yang Mewakili Pemerintah Daerah daiam K@pemﬂ;kan L L
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Pmusahaan Umurn Daerah_'. e
vang selanjuinya disebut KPM adalah organ perusahaan _umum daer_a_h S
yvang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Uﬁiurx’; _Déer_éh-' :

dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahk_aﬁ.'_ kepa&é_- e

Direksi atau Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum .Daéi*ah' yang
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan naszhat kepada;”_ S

Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum:'_".'_-__'_

Daerah.

Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah: AnekaUsaha

yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaaﬁ{'_'__f.-"-.' “
umum daerah untuk kepentingan dan tujuan: perusahaan umum e

daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah- baﬁ{ dl dalan1 S

maupun di luar pengadilan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya dasmgkatf:f: g
APBD adalah rencana keuangan Pemerintah’ Daerah yang d1setujm Qieh::.:f_’f S

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dltetapkan dencan Peraturan_ ::g:' Gl

Daerah.

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaarl daerah Yang"_'_'zf'_'- . .
berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan’ nlodai Daerah pacia T

BUMD.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengeiolaan yang:-_{-_.'
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasﬂkan

kemanfaatan ekonomi yang berkesmambungan cian kese1mbancran__'jf:_

hubungan antar pemanglku kepentingan.

BAB II R e v
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -~ =~ .

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dltetapkan bahwa Perusahaan:': _3_'3'
Daerah Aneka Usaha yang didirikan dengan: Pera‘turan Daerah::"_-_:
Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan D'lerah”l_;’:-'"'_:':_  A
Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat berahh status badan G L
hukum dari Perusahaan Daerah (Perusda) Anel&:a Gsahafi;;_’;.’__'_-:";._'._":".5 o

menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha S R
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(2) Peralihan status badan hukum f(nen_‘iadi-1:>‘€:']r1';£md.'é(i AnekaUsaha St

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mﬁhpuu pula keﬁelﬁlhkan_. o |

atas aset dan/atau hubungan hukum, perlzman dan dokun‘zen33 o .

lainnya yang terjadi atas nama Perumda Aneka Usaha

(3) Atas pengalihan yang terjadl sebagaimana dlmaksud pada ayatl S

(1), Perumda Aneka Usaha sebagai Badan Hul{um berhakz'.'_":'

melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Perumda Aneka Usaha berkedudukan dan bérkant:'oi‘ff’ptisat._fé_i'_'.__...; o

Ibukota Daerah.

(2) Wilayah kerja Perumda Aneka Usaha beradé_-di Daerah dandapat S

melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan  ketentuan =

peraturan perundang-undangan.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda Aneka Usaha didirikan dengan maksud dan tu;uan untuk:’:_ﬁﬁ'ﬁ‘ D

a. menyediakan pelayanan kepada masyaraka‘i_ Sesuai dencem 111101{11}:);_}[_':":""__._:_'3.5;:_. nh

usahanya;

b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah menun;ang:;_"fi'
kebijakan serta program Pemerintah Daecrah d1 bzdazﬂg ek:onomz d‘mzf
perdagangan; e

prinsip Tata Kelola Perusahan yvang Baik;

d. memanfaatkan serta mendayagunakan sumbez daya dan aset yang Ll

dimiliki guna meningkatkan daya saing perusahaan dan _ TR

e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BABIV
KEGIATAN USAHA ™~

Pasal 5 R L e
(1) Kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha beigezakda‘iambldaﬂg ! :
a. industri; : L BRI S

b. perdagangan;
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c. pertanian;

d. perkebunan;

e. perikanan;

{. kehutanan;

g. pertambangan;
h. transportasi;

ey

penyediaan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar

negeri; dan

j- usaha dan jasa lain yang menguntungkan dan dapat

menunjang pembangunan Daerah.
Perumda Aneka Usaha dapat mendirikan Anak Perusahaan/Badan
Usaha, Joint Venture, Kantor Cabang, dan Kantor Perwakilan.
Pendirian Anak Perusahaan/Badan Usaha, Joint Venture, Kantor
Cabang, dan Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Direksi dengan memperhatikan pertimbangan dari

Dewan Pengawas dan harus mendapat persetujuan KPM.

BAB YV
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda Aneka Usaha didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

(1)

(2)

BAB VI
MODAL DASAR dan MODAL DISETOR

Pasal 7
Modal dasar Perumda Aneka  Usaha ditetapkan  sebesar
Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah. ditempatkan
dan disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Aneka Usaha
sebesar Rp. 49.912.130.204,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan

ratus dua belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat rupiah).

Sisa modal dasar yang belum disetor sebesar Rp. 87.869.796 (delapan .

puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tyuh ratus

sembilan puluh enam rupiah) yang akan di setorkan pada tahun 2023.
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Pasal 8

Sumber modal Perumda Aneka Usaha terdiri atas:

(1)

penyertaan modal Daerah;

. pinjaman;

hibah; dan

sumber modal lainnya.

Pasal 9
Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
dapat bersumber dari:
a. APBD; dan/atau
b. konversi dari pinjaman.
Penyertaan modal Daerah yang bersumber dari APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal
Perumda Aneka Usaha.
Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan untuk:
a. pengembangan usaha;
b. penguatan struktur permodalan; dan
c. penugasan Pemerintah Daerah.
Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal dilaksanakan
setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan
tersedianya rencana bisnis Perumda Aneka Usaha.
Penambahan modal Daerah dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan

keuangan Daerah.

Pasal 10
Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat
bersumber dari:
a. Daerah;
b. BUMD lainnya; dan/atau
c. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i
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(2)

Pasal 11
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ dapat bersumber
dari:
a. Pemerintah Pusat;
b. Daerah;
¢. BUMD lainnya; dan/atau
d. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d
meliputi:
a. kapitalisasi cadangan; dan
b. keuntungan revaluasi aset.
Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan
keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM. '
Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi Cadaﬂgaﬁ _
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan |
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai -

pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII
ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13
Pengurusan Perumda Aneka Usaha dilakukan oleh organ Pemmdé .
Ancka Usaha. . |
Organ Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada -aya{ (i}' _
terdiri atas: .
a. KPM;
b. Dewan Pengawas; dan

. Direlksi,
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Pasal 14
Setiap orang dalam pengurusan Perumda Aneka Usaha dilarang memiliki
hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas,
ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena

perkawinan.

Pasal 15
(1} KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam
pengembangan usaha Perumda Aneka Usaha.
(2} Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri atas:
a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Aneka Usaha;
dan

c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 16

(1) Gubernur selaku KPM merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan
kevangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan
kekayaan Daerah yang dipisahkan.

{2} Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penyertaan modal;
b. subsidi;
C. penugasan;
d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

dan

e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal.

Pasal 17
(1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada
Gubernur selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(2) Penyerahan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1
dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan
Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi

kekosongan jabatan.

a . e
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(3) Penyerahan sebagaimana difhaksud p:ida ayat I_ (2)berakhzrpada saat

pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

'Plas.al i8

(1) Gubernur mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemﬂﬂ{an kekayaah}-_l;: S

Daerah yang dipisahkan pada Perumda Aneka Usaha, bez.kedudukan*:___-':.I_:‘_ i

sebagai pemilik modal.

(2) Gubernur selaku pemilik modal pada Pez‘umda Anekia Usaha mempunyaz '_ :

kewenangan mengambil keputusan

(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagalmana d1maksud pada ayqt .

(2) dapat dilimpahkan kepada pejabat peranckat Daerah

(4) Pelimpahan kewenangan sebao'eumana d1maksud pada ayat (3) antara ;2_:5'_};_”: n

lain:

a. perubahan anggaran dasar; _ _

b. pengalihan aset tetap;

c. kerja sama; _ : _ R

d. investasi dan pembiayaan, tel masuk pembenmkan anak pelusahaan
dan/atau penyertaan modai RS

e. penyertaaﬂ modal

penghasilan Dewan Pengawas dan Du‘ek31,

=l

. penetapan besaran penbgunaan ‘laba; - Iy

ek 4
H

pengesahan laporan tahunan; IR
j. penggabungan, pemisabéin,' B 'pelébUraﬁ, pengambﬂahh
sembubaran; dan - A o ol Eet e

. Jamman aset berjumlah 1eb1h dan 50% (hma puiu ¥

ayat (5) ditetapkan berdasarkan )
a. target kinerja Perumda Aneka Usaha -
b. klasifikasi hasil pengeiolaan kekayaan Daerah ya

sesuai jenis bidang usaha; dan - - SRR '

c. laporan keuangan Pemmda Aneka Usaha o
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(7) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dzmaksud Fada a}fat (4)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan ketentuaﬁ e

peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 F -
KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Aneka Usaha _a?;}Jabiia '

dapat membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung ::méit;pu_n ; tzda_}.g S '

langsung; o : :
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang c’iﬂakukan oleh

Perumda Aneka Usaha; dan/atau

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun udak 1ang3unﬁj

menggunakan kekayaan Perumda Aneka Usaha secara: melaqu hukum Gl

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 20

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur mdependen dan;‘}5-"“'.'-3.:'-' 8

unsur lainnya sesuai dengan ketentuan - peraturan pelundanwa D

undangan.

(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1 ) dapat tez‘dm aias’é”_' g

pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemermiah Dacrah yang ﬁda};{j

bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 21

(1} Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan ditetapkan deng n"_' .
Keputusan KPM. R o

(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Déwan'_-_'Péﬁééi%?éé;_z ha; s Sy

memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pergalaman, jujur, =

perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi unmk memagukan dan

mengembangkan perusahaan; | . oo
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah _ _ _
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaztan denwan Saiczh_:f

satu fungsi manajemen,;
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menyediakan waktu yang cukup umuk melaksanakan tuvasnya_ e

by (D

berijazah paling rendah Strata I (S 1)

0

pertama kali;

h. tidak pernah dinyatakan pa111t

i. tidak pernah menjadi anggota leCkSl atau Dewan Pengawas ya;igt__r“'
dinyatakan bersalah - menyebabkan badan usaha ya,ng dzpimpm;_ .
dinyatakan pailit; _ o L S

j. tidak sedang menjalani sanks1 pzdana dan | i a |

k. tidak sedang menjadi pengums parta1 pohtlk caion kepala daerah"

atau calon wakil kepala daerah dan / atau calon anggota 1egislauf :

Pasai 22

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dﬂakukan meialul seiek&

(2) Seleksi sebagaimana d;maksud pada ayat (1) paimg kuran méhputl.

tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dﬂakukan oieh t1m aiau_f
lembaga profesional. ' B |

(3) Biaya penyelenggaraan seleks1 Sebagazmana dimaksud pada aya

dibebankan pada APBD atau anggaran Pemmda Aneka Usah L

(4) Ketentuan lebih lanjut. mengenal selel<::31 sebacam}ana dlmaksu pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur densan Pel aturan Gubemur sesu‘al enga

ketentuan Peraturan Perundang undangan

Pasal 23

(1) Calon anggota Dewan Pengawas

yzmg dmyatakan
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Anggota Dewan Pengawas dlangkat untuk masa }abatan pahnor iama 4%:‘_ i

(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (Sa‘i:u) kal;{ masa 3a'ba‘ta11 £

a. pelaksanaan pengawasan Perumda Anecka Usaha; |
b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Aneka
Usaha; '

c. penerapan tata kelola perusahaan yang bail;

d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan

¢. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4}, paling sedikit didasarkan pada dokumen:

a. rencana bisnis;

b. rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha;

¢. laporan keuangan;

d. laporan hasil pengawasan;

e. kontrak kinerja; dan

f. risalah rapat dan kertas kerja. _ _ J
Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, aﬁggota Dewan |

Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimalks'udj’paéa: ayét {6)- o

dilakukan sebelum pengangkatan kembali Sebag.ai :'a;rigg'dfca Dewaﬁ R

Pengawas.

Pasal 24
Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KP’M

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama c{enf«raﬁ Jumlah.f. N

Direksi.

Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) ozang, (saiu}

orang anggota Dewan Pengawas diangkat -sebag‘az Kema Dewanj;_: JS R

Pengawas.

Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas Sebagmmana dziaialqstld'_';"'_':i'-_" :
pada ayat (1} dan avat (2) dilakukan berdasarkan asds eﬁszenm dan

efektivitas keputusan, pengawasan dan pembidyaan bagi kepcntm qn}"i:_'rf

Perumda Anelka Usaha.

Pasal 25
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Pasal 26

Dewan Pengawas bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Aneka Usaha; dan

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
pengurusan Perumda Aneka Usaha.

Dewan Pengawas berkewajiban:

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan

b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, mempunyai

wewenang:

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Aneka Usaha;

b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan vang disampaikan
Direksi untuk mendapat pengesahan Gubernur; dan

c. meminta  keterangan  Direksi mengenal  pengelolaan  dan

pengembangan Perumda Aneka Usaha.

Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; atau

¢. diberhentikan sewaktu-walktu.

(1)

Pasal 28

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, -
anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan
tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir
masa jabatannya.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah beralkhir masa Jabatannya.

Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimak:sud:
pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM ..untuk:

memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
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(4)

Laporan pengawasan tugas akhir masa jab‘a't'an' "aﬂggota" Dewati

Pengawas dilaksanakan sctelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau
audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan
Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Aneka Usaha

dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 29
Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena
diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf ¢, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat
dibuktikan secara sah bahwa anggota Dewan Pengawas yang
bersanglkutan:
a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/
atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian
pada Perumda Aneka Usaha, negara, dan/atau daerah;
d. dinyatakan Dbersalah dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan /atau

tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah

ga

Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran

Perumda Aneka Usaha.

Pasal 30
Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan sebagai tersangka,
diberhentikan sementara oleh KFM.
Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sebesar 50% (ima puluh
persen) dari penghasilan terakhir yang diterima sebelum -diberhentikan

sementara.

HARD FERANGEAT RARRAR
HUKUM PEMRANARSA 15

¥

ABISTEN 1 SEFDA |




(3)

)

Apabila anggota Dewan Pengawas sebagaiméﬁét &irﬁakéﬁ:d' 31§ad'a-"é§ra‘§:-("§'}'

dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadﬂan }‘“8_1’10“:.-”;' : f-'_;

memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat dl&lmﬂianf LT

kembali dan ditetapkan dengan Keputusan KPM. A |
Anggota Dewan Pengawas yang diaktifkan kemb’ah kekurangaﬁ_'_ o
penghasilan selama yang bersangkutan diberhentikan sememara har us__”:" -

dibayarkan.

Apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana d1maksud pada ajya‘a: (1) :-;_:'_:

dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadﬂan yemg memﬂﬂa_i" i
kekuatan hukum tetap, vang bersangkutan dlberhent1kan udak dengan_-_:

hormat.

Pasal 31

Pemberhentian dan pemberhentian sementara AnggotaDeWanpeng&WaS

ditetapkan dengan Keputusan KPM.

(1)

Pasal 32

Anggota Dewan Pengawas yang meninggal ciunia d1ber1kan uancr dukaﬁ_;-_.:”'_"_'-:3_'_:- _'

dan uang penghargaan yang: dltetapkan secara proporsmnal sesuzu mas;a
jabatannya. ' R '

Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan’ I{arena masa Jabatanny

berakhir atau diberhentikan ~sewaktu-waktu - dapat ﬂiberakaﬁ L1a11g"f"' o s

penghargaan sesuai dengan kinerja dan/ atau’ masa 3abai:annya -
Pemberian uang penghargaan-: sebagaimana dimaksuci pada ayat (i) atau .
ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangam Perumda Aneka :
Usaha setelah mendapat persetujuan dari Dzreks; ' E
Ketentuan lebih lanjut mengenai uang duka’ dan uang penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dﬂal«:sanakan ses;uai

dengan ketentuan Peraturan Pemndanwmundangm

Pasal 33

Anggota Dewan Pengawas dilarang: L -
a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatanAn’ggofé:'ﬁéﬁaii-:_Péﬁge.}{%}é{s:;}':
b. memangku jabatan rangkap sebagai: g _: :
1. anggota Direksi pada badan usaha milik desa badan usaha 1’1’11111{.:

negara, dan/atau badan usaha milik swasta e
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(2)

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggunof 3awab _:_-;

(2)

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap ang gota Dewal’l:'_:__' S

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan an gota Dewan Perigawasi_"’.; ghs

2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan pe:mndang— o

undangan; dan/atau
3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepen‘tingan;

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dikenai -

sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktuwwakm_ dari -ja_ba‘téﬁ '5 S

sebagai anggota Dewan Pengawas.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ajféi’{ ( )" udak.; .
dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerj 3a se;ak y,:mg' B | a
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagaumana dunaksud o

pada ayat (1) jabatan yang bersangkutan sebagai anggota ‘Dewan _'

Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 34

menjalankan tugas untuk kepentingan Perumcda Aneka Usaha

Setilap anggota Dewan Pengawas bertanggung Jawab p(,nuh secam' S

pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai nmnﬁlankan-_ﬂ:."'-

tugasnya.

Pengawas yang karena kesalahan atau kela}alannya memmbulkan::f i _
kerugian pada Perumda Aneka Usaha kecuali az‘zggaia Dewa,n Pengawas’ g

yang bersangkutan mengganti kerugian yang dltimbuikan_ters_ebm c}an*_} Sl 3

disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paszal 35

Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapka’ﬁ'-.oiéh _' KPMdengan :

Keputusan KPM.

Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana.di_inakéu'd padaapat 2 OBy

(1) paling banyak terdiri atas:
a. honorarium,

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif kinerja,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan’ Pezundemgw?ﬁ e '.

undangan.
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Pasal 36

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan .

Pengawas dibebankan kepada Perumda Aneka Usaha dan dimuat dalam

rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha.

{1
(2)

Pasal 37
Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula
diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan
Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal
yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat _

pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 38 _
Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai -
oleh Perumda Aneka Usaha.
Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu 5

kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 39

Direksi melakukan pengurusan Perumda Aneka Usaha.
Direksi diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan KPM. .
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syai"at' ) o
sebagai berikut: |
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,

perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk meﬁiajukan dan

mengembangkan perusahaan:

c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (8-1);
gﬁiﬁz Pmﬁ?;ﬁ%z&?; %1 stmrEn gm%m 1
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pengalaman kerja minimal S (lima) tahun di bidang manajéri&l

4Q

perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

h. berusia paling rendah 35 {tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55
(lima puhluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang
dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin

dinyatakan pailit;

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana vang

merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
L. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah

atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif,

Pasal 40
Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seieksi,
Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi
tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim 'a“taﬂ

lembaga profesional.

Biaya penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat {2y

dibebankan pada APBD atau anggaran Perumda Aneka Usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pa:_tia' o

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagazmanaf:;.'} :

dimaksud dalam Pasal 40 wajib menandatangani k:on’crak kmerja"; :

sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 40

tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi: y’mg dmﬂaz. : R

mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa Jabatannya

Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana :dlmakétié

pada ayat (2), paling sedikit meliputi kemampuan terhadap:

a. melampaui target realisasi terhadap rencana hbisnis serta rencana

kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha;

b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan peru?s'a;haaﬁ atau

mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian; S S
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(4)

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesulai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), paling sedikit didasarkan pada dokumen:

a. rencana bisnis;

b. rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha,;

c. laporan keuangan;

d. laporan hasil pengawasan; dan

e. kontrak kinerja.

Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib

menandatangani kontrak kinerja.

Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9}

dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 42

Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 ({lima) orang.
Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ('2) :
dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan
Perumda Aneka Usaha.
Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana -

dimaksud pada ayat (2).

Pasal 43

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama o (lima) tahun

dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

a.

(1)

ditentukan lain sesual dengan ketentuan peraturan perundang?
undangan; dan
dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau presiasz'

vang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang I{euga

Pasal 44
Anggota Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun perencanaan dan melakukan koordinasi serta pengawasan

seluruh kegiatan operasional Perumda Aneka Usaha;
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b. mengurus dan mengelola kekayaan Pemmda Aneka Usaha, o |

¢. menyelenggarakan administrasi umum dan keuancan

d. menyusun rencana bisnis (business plan) 5 (lima) tqhunan yanﬂff_' (R

disahkan oleh Gubernur dan diusulkan melalul anggeta Dewan"“i

Pengawas,;

e. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran ‘tahunan.

kepada KPM melalui anggota Dewan Pengawas;

f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kecrzatan termasuk_'. o

laporan keuangan kepada KPM melalui andgoia Dewa:ﬂ Pengawéls,_'-___';_- e I

dan

g. melakukan pembinaan pegawai Perumda Aneka Usaha

Dalam melaksanakan tugas Sebagalmana dzmaksud pada ayat (1)'.1

anggota Direksi mempunyai kewenangan sebagaz berlkut

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Pemmda Aneka Usaha':.'__.f.._ 5;.;;_'-:"

berdasarkan persetujuan KPM atas pertlmbangan Dewan Pengawas

b. menetapkan susunan organisasi dantata kerja Pemmda Anekag.-?-zf‘f e

Usaha dengan persefujuan Dewan’ -Pengawas -_dan dmsahkanf;'-f‘

Gubernur,

c. mengangkat dan memmdahkan peoawai untuk mendudukz gabatan dz L
bawah Direksi berdasarkan persetujuan KPM ata% pe;‘hmbaﬂgani_i”

Dewan Pengawas;

d. mewakili Perumda Aneka Usaha, bails di dalam -_ maupundliuar e

pengadilan;

e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbﬁafaﬁ‘i{_}iﬁ_kﬁﬁ;i mewaklh Sl

Perumda Aneka Usaha;

f. menandatangani laporan keuangan;

g. menjual, menjaminkan atau me}epaskan aset mzhk Perumda Aneka

Usaha berdasarkan persetujuan KPM- atas pel tnnbangan Dew*mf.::_z_

Pengawas; dan

h. melakukan pinjaman dengan menjammkaﬁ asei; Perumda Aneka

Usaha, mengikatkan diri dalam perjanjian dan meiakukaﬂ ker;a Sama:"-: |
dengan pihak lain berdasarkan persetuguan KPIVI ata&, perﬁmbanga‘n_

Dewan Pengawas.
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Pasal 45
(1} Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM dengan I\.eputusan KPM |
(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pahna S
banyak terdiri atas: | o |
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif pekerjaan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggoia _ Dueksy.ﬁ.“. L

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perumdang—

undangan.

Pasal 46

(1) Anggota Direksi Perumda Aneka Usaha berhak memperoieh cut1 Yang o '

meliputi:

a. cuti tahunan;

b. cuti sakit;

c. cuti bersalin;

d. cuti alasan penting; dan

e. cutli besar.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlberzkanaiebKPMatas

pertimbangan Dewan Pengawas.

(3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagazmanadimaksudpada :

ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh. -

{4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud padafaYat. ( 1),berpedoman pada e

ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Pasal 47 R
Jabatan anggota Direksi berakhir apabila angééta Dzreksz L
a. meninggal dunia; Lo
b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-wakiu.

Pasal 48 _ e 5
(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhzr 1{arena masa Jabatannya-

berakhir sebagaimana dimaksud dalam . Pasal 47 hm‘uf b, aﬂggotai:

Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhlr masa:-_f.-i"”--"-"':'

jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhlr masa jabatannya :
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Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada 'aj}at" (1) waﬂb melaporkan: B

sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum- dﬂaporkan paimffi-; :

lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir -masa jabatan i
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan _Pén'gaWas wajib

menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada ™ =

KPM.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} serta penﬂa;an dan”.-"-_" . |
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat: (3) sebag&z dasar'_'

pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhemtzkan‘lg-'_"_

anggota Direksi.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota D1rek81 yanw E :
berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasﬂ audzt cicf:ngan_'__- %

tujuan tertentu atau audit tahunan dari kamor akuntaﬁ pubhk dan: : SR

disampaikan kepada KPM.

Pasal 49

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena dzberhentlkani;_'-._':'5_33';;_5:_;':- S

sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud daiam Pasai 47 huruf c,:-':'_.;i":-"?.- R

pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhenban

Pemberhentian anggota Direksi Sebagazrnana dzmaksud pada ayat (1)"."::-

dilakukan apabila berdasarkan data dan’. 1nforma31 yang dap&t
dibuktikan secara sah bahwa anggota Direksi yanﬁ bersangkatan |
a. tidak dapat melaksanakan tugas; | P
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan pemndang-undanﬂaﬁ
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengaklbatkan kemgla

pada Perumda Aneka Usaha, negara, dan/ atau dae1ah I ' .
d. dinyatakan bersalah dengan putusan - pengadﬂan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap; T e
e. mengundurkan diri; 5 i
f. tidak lagi memenuhi persyaratan Sebagau anggeta Dif‘@kSl 33311&1_'_.'_.'::?;.

dengan ketentuan peraturan pelundanmundangan dan / atau

e

Daerah dalam hal restrukturisasi, Izku1das1 akulsisl, ._dan.

pembubaran Perumda Aneka Usaha.
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Pasal 5{) e T e

(1) Anggota Dircksi yang ditetapkan sebacfal iersangka diberhem;
sementara oleh KPM. | L o _' | £

{(2) Anggota Direksi yang dzberhenukan sementara sebacrmmana dlmak:sud

pada ayat (1), diberikan penghasﬂan sebesar 50% (hma puluh Persen) e

dari penghasilan terakhir :y'cmc ditemma Sebelum dzbeihm’mkan:
sementara. L | : S
(3) Apabila anggota Direksi Sebacrazmaﬂa dzmaksud pada ayat'_:f 1)
dinyatakan tidak bersalah - berdasarkan putusaﬂ pencradﬂan yarzg_"_f' g _.:

memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersm‘zgkutan dapai diakufkan;_- o

kembali dan ditetapkan dengan I{epumsan KPM

{(4) Anggota Direksi yang dlahtlﬂ-;an kembah kekurangan penghasﬂ

selama yang bersangkutan dlberhentikan sementara ham' '___:dzbqyarka

(5) Apabila anggota Direksi sebageumana dimaksud pada : aya_

dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadﬂan yang o iki

kekuatan hukum tetap, yang bersancrkutan dlberhentikm i:idak dengam'_'{
hormat. e i =

I_ ‘Pasal 51 Py

Pemberhentian dan pemberhen'tian“éSéméﬂ_té&féi anggotaDireksiciataiapk

dengan Keputusan KPM.

pengharcaan yang

d1tempkan seca1a proporsmna

Jabatannya

sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dan ayai (2) dllaksanﬂkan estiai

dengan ketentuan Peraturan Perundang uﬁdano“an
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Pasal 53

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap Sebagal “ . .
a. anggota Direksi pada BUMD lain, - badan usaha’ I”Illllk maoara atau' : i
badan usaha milik swasta ' o T | . g
b. jabatan lainnya sesuai aengan'-- ketentuan pmaturanpemndaﬂg i
undangan; dan/atau o _ L I_ | Sk
c. jabatan lain yang dapat memmbulkan konfhk kepentmg&n R

(2) Pelanggaran ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat ( ) d1ke:t1a1--':..:_'3____".-_: :

sanksi administratif berupa d1"berhent1k:an sewaktu—waktu dan jabatan"ﬁ:__ SR

sebagai anggota Direksi. o S | -
(3) Dalam hal ketentuan sebagalmana dlmak%ud pada ayat ( ) tzdak:.}:‘f__i R

dilaksanakan oleh KPM palmg lama; 20 (dua pu}uh) l’larl k@:f{:}& Sejak yang

bersangkutan diangkat memangku Jabatan baﬂl }abatan f\f&mg}_f

bersangkutan sebagai anggota Dlrekm cimyatakan berakhlr

Pasai 54

(1) Anggota Direksi wajib dengan 1t1kad baik dan tanﬁgun

rekening kas umum Daerah

Pasal 55 e

(1) Segala keputusan Direksi dzambﬂ dalam Iapa‘i: Dlreks1 i

(2) Dalam keadaan tertentu, kepumsan Du‘eks1 dapat dzambﬂ cl
Direksi sepanjang seluruh - anggota Dzreksa seiuju tentans

materi yang diputuskan. | : R . |

(3) Dalam setiap rapat Dli‘&kSi d1buat r1salah 1'apat yang bemsl _hal

dibicarakan dan dzputuskan termasuk apabﬂa terdapa pemya‘i‘a&n

ketidaksetujuan anggota Dlrekm
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Paégai 56 B |

Dalam hal terjadi kekosongan- Jabatan selumh anggota DirekSI :'_:_% b

pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aneka Usaha dﬂaksanakan:'_“_'& '_': Sk

oleh Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari irite‘rri‘a}'?efﬁiﬁéé;. Aneka

Usaha untuk membantu pelaksanaan tugas Dlreks1 sampa; dengan

pengangkatan Direksi deﬁnmf pahnc 1ama 6 (enam) bulan

Dalam hal terjadi kekosonvan ;;abatan selumh anggota D1reks1 éaﬂi';-iﬁ'

seluruh anggota Dewan Pengawas, pengumsan Pemmda Aneka Usaha:j_{

dilaksanakan oleh KPM.

KPM dapat menunjuk pejabat darl internal Perumda Aneka Usaha uﬁtul{-fi_':_ Loy

membantu  pelaksanaan tuaas : penguﬂtgan _- sampaz';.

(ienga.n --

pengangkatan anggota Dewan Pﬁngawas dan anggota Dlreksz deﬁnmf

paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 57

Anggota Direksi tidak berwenaﬁg' mewakili - PemmdaAnekaUsaha

apabila:

a. terjadi perkara di pengadilan: antara Perumda Aneka U’sah' i dengan’-

anggota Direksi yang bersanckutan dan/ a‘tau f' :
b. anggota Direksi yang bersanﬂkutan mempunjfm kepentmgan jang._f
bertentangan dengan kepentmdan Perumda Aneka Usahaﬁ i
Dalam hal terjadi keadaan sebagazmana d1maksud pad
berhak mewakili Perumda Aneka Usaha yaltu | | L |
a. anggota Direksi lainnya yang tldak mempunym benturan kepentmgaﬁ
dengan Perumda Aneka Usaha, ' ' | ' e
b. Dewan Pengawas dalam. hal seiuruh an Gota Dlrel{Sl mempunya_
benturan kepentingan dengan Pemmda Anei«:a Usaha atau i
c. pihak lain yang ditunjulk oleh KPM dalam hal seiuruh anag,ota”[)zreksz !
atau Dewan Pengawas mempunya1 bentuaan kepentmﬁan dengeu

Perumda Aneka Usaha.
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BAR VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 58

(1) Pegawai Perumda Anecka Usaha diangkat oleh Dir ekm seteiah mendapat’;_ s

persetujuan KPM berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas

(2} Untuk dapat diangkat sebagai pegawai Perumda Aneka Usaha harusf-._':-_'.:::__-ff_' E

memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. memiliki integritas, jujur, perilaku vang balk dan dedzkasz yangﬂ'_f:_f.' L

tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, s L
tidak pernah dihukum,; :

mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahhan yang d1per1ukan

oo

e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang dlmnjuk Oieh Dzreks1 :
f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan ' £

g. lulus seleksi.

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, .téfc'i:iﬁétas_': CEi

a. seleksi administrasi; dan

b. wawancara.

Pasal 59 . _ i
(1) Calon pegawai yang lulus seleksi sebaoazmana dzmaksud daiam Pasa}?SS

ayat (3), diberikan masa percobaan paling iama 8 (tiga) bukan

(2) Selama masa percobaan, calon pegawai harus mendapatkan pemla;an i

kinerja paling sedikit bernilai “baik” pada’ Setlap unsur yancr mehputz el

a. loyalitas;
b. kecakapan;

c. kerja sama;

d. kerajinan;

e. prestasi kerja; dan

f. kejujuran. _ -
(3) Apabila pada akhir masa percobaan caion pegawai tldak memenuhl
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2} yancr bersangkuian

dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon
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(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud paéa ayét e

Pasal 60

Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak déngan

pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan - .

Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Daerah.
(1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 61
Batas usia pensiun pegawai Perumda Aneka Usaha 56 (lima p‘Lﬂuh' |
enam) tahun. '

Ketentuan lebih lanjut mengenai pensiun pegawai Perumda Ancka

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dehgfin '_Péfatuz"aﬁ"_

Direksi yang berpedoman pada ketentuan perattiran:-”peiﬂﬁdaﬁéé ._

undangan.

Pasal 62

Pegawal Perumda Anecka Usaha memperoleh penghasﬁan yang aciﬂ dan'_-:'

layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan’ kﬂ‘l@l‘}& o S

Penghasilan pegawai Perumda Aneka Usaha paling banyak terdm atas |
a. gaji; | |
b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Penyusunan skala gaji dan tunjangan sebagaimana d1maksud pada ay’«lt'___._;' e
(2) huruf a dan huruf b, dapat mengacu pada prinsip skala. O’ajl Peﬁawaz' o

Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan __-_-1~;¢mampu_a1’1_._;.'ﬁ'_""f

Perumda Aneka Usaha.

Jasa produksi atau intensif pekerjaan sebagaimana dmzaksud pada ayat-:""* o Lo

(2) huruf d, dapat diberikan apabila Perumda Aneka Usaha memperoieh: R

keuntungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasﬁam pegawai_'"'

sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan dengaﬂ Keputusan-_'ﬁ'._-ff.

Direksi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Per;umda-_-ﬁmeka. RIS R

Usaha.
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Pasal 63

Perumda Ancka Usaha wajib mengikutsertakan _-pegaWainya-%p;éida pmgzam FRTT

jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai =~

dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Pasal 64

(1} Pegawai Perumda Anecka Usaha berhak memperoleh cuti, yang fnéﬁpuﬁ:"f :" o

a. cuti tahunan;
b. cuti sakit;

c. cuti bersalin;

d. cuti alasan penting; dan

e. cuti besar.

(2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana. dimaks'_'_ud ﬁpaidé:_:_é'_xjk_a‘;;: (1) SR

tetap diberikan penghasilan penuh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagalmana dzmaksud pacia a.yat__‘:;f o

(1), diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada ketenmaﬁfﬁf':;'..f i

peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Setiap pegawai Perumda Ancka Usaha wajib: _ i
a. memegang teguh dan mengamaikan Pancaszla dan melaksanakdn:_r !
Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesm Tahun 194 5

b. mendahulukan kepentmgan Perumda Aneka Usaha d1 aia&,:-"
kepentingan lainnya, ’ ERN e g

¢. mematuhi dan menaati segala kewajlban da.n iarangan dan ” :

d. memegang teguh rahasia Perumda Aneka Usaha dan rahas;a 3abaian

(2) Setiap Pegawai Perumda Aneka Usaha dﬂarang o ' '_ i
a. melakulkan kegiatan yang merugzkan'-lf’eiu'mdé_Ar’_i_ékéfﬁééﬁé.;’:_:'_':C:l_ﬁif;:_:_{"gh'_l-fi
dan/atau negara; B

b. menggunakan kedudukannya untuk meﬁibérik'aﬁ keuntuﬁgaﬁ bag1
diri sendiri dan/atau orang lain yang'. meruglkanpeﬁgmdaﬁneka
Usaha: ST TR I e T e

c. mencemarkan nama baik Perumda Ancka Usaha, daerah danjatau

negara; dan

d. menjadi pengurus partai politik.
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Pasal 66
Pegawai Perumda Aneka Usaha yang melanggar kewajiban-daﬁ larangan :
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenakan sanksi.-
Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pembebasan jabatan;
d. pemberhentian sementara; dan
e. pemberhentian.
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hﬁruf o
paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diaktifkan kembali ;apabilé y'ai'lg .

bersangkutan tidak mengulangi kembali pelanggaran yang dilakukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi Sebagaumaﬁa' o

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dzrekm berdasarkan

ketetuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67
Pegawai Perumda Aneka Usaha yang ditetapkan sebagaz tersangka :
diberhentikan sementara oleh Direksi dan dztetapkan deng&m Keputusaﬁﬁ_ -

Direksi.

Pegawai Perumda Aneka Usaha yang diberhentikan sementara':_f':;3_":.'
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penvhasﬂ&n Sebesar___ e

50% (lima puluh persen) dari penghasilan terakhir _ya;ng_..,_ciai_,erzmai,_'- -

sebelum diberhentikan sementara.

Apabila Pegawai Perumda Aneka Usaha sebavaimana'-'di.rﬁéks'}ucf:pédaf -' E
ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadﬂan B

vang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangku‘t&m dapat

diaktifkan kembali dan ditetapkan dengan Keputusan Dlrekm

Pegawai Perumda Aneka Usaha yang diaktifkan kemball kekurahgan-} e

penghasilan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara -harus”f._.-:_'.':'_Z" i

dibayarkan.

Apabila Pegawai Perumda Aneka Usaha sebagainiana dimak%ud padaf.;.’_ R
ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadﬂan yang_:'_ '

memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersanglkutan dlbmhemlkan tzd'tk-"'-:'_-__f'@._

dengan hormat.
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Pasal 68
Ketentuan mengenai jam kerja pegawai Perumda Aneka Usaha dlatur 1eb1h
lanjut dengan Peraturan Direksi berdasarkan ketentuanperamram

perundang-undangan.

BAB IX
SATUAN PENGAWAS INTERN,
KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 69

(1) Perumda Aneka Usaha membentuk satuan pengawas . i_ﬁtern-_:yaﬁg.

merupakan aparat pengawas intern perusahaan.

(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pa'da.-a'yaf; (1 ) dlpimpm.: Sy

oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Dir ektuz Utama

(3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebavmmana dzmaksud'__ L

pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pemmbangan dam Dewan':'___ _' ;

Pengawas.

Pasal 70

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemerlksaan}f --"i"

operasional dan keuangan, menilai pengendahaﬁ penﬁeiolaan daﬁf..}-_"-_:;_-_-' R e

pelaksanaannya serta memberikan saran perbaukan

b. memberikan keterangan tentang hasil pememks&an a‘i_au hasﬂ [

pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagazmana ciirnaksud padai"'ﬂ-i SRR NN

huruf a kepada Direktur Utama; dan

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yanff telah dzlaporkan

Pasal 71

{1} Satuan pengawas intern memberikan iaporan atas hasﬂ pelalisanaam"'-_:._-j."f'_"-:'-.;.'_f'--'

tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewanf -'j::_;:_:f.:--:

Pengawas.
4
BARO PERANCHAT DARRAE | - RS L
BURTE semmasansa | CelerEN T HERDE
e N ] g

o | 3 Ju b ] |

i




(2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara Ianﬁsunc- .

kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dunaksud pada ayat-' '

(1).

Pasal 72

(1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas '

intern  kepada seluruh  anggota  Direksi, untuk selamutnya

ditindaklanjuti dalam rapat Direksl.

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera menfxambﬂ Iangkah yang

diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setlap Iaporaﬁ‘,' i

hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan penvawas mtein

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas mtern Wajlb menjaﬁa{f__-'_' S

kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Pemmda Aneka Usaha: B

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Laﬁin_n_jra S

Pasal 74

(1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komzte lamnya yang .

bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam _:'3

melaksanakan tugas pengawasan. _ _ B
(2) Komite audit dan komite Eamnya sebaga1mana dlmaks,ud pada aya ; |
beranggotakan unsur mdependen diplmpll’] oieh seoranfr an gata Deiﬁam:':
Pengawas. L e

(3} Komite audit dan komite lamnya sebagaimana dzmaksud pada ayat (1)_-_'_____

dalam pelaksanaan tugasnya dapat be1koordma31 denﬁan satuan_-:'_';f-"_-_--_;':_--:_':';3_'

pengawas intern.

Pasal 75

Komite audit mempunyail tugas:

a. membantu Dewan Pengawas dalam memastakan efektivztas Slsi,em-._'_'__

pengendalian intern dan efektlvzias peiaksanaan iucas eksternai auditm,:_

b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit- yang dﬂaksanakan oieh;.;_fz_.i__- j_

satuan pengawas intern maupun auditor ekstemal

29,
e FA

LARO PERANGHAT DARRAR .| IS
s PEMRAKARSA AEIGTENT. | SREDA

s 1~

N

1




c. memberikan rekomendasi mengenat peﬁ}femﬁurﬁae{ﬁ-f ‘sistem
pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; . -
d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan 'téfhédéip-
segala informasi yang dikeluarkan perusahaan,; _ _
e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatiaﬁ'.:}jew'aﬁ' -
Pengawas; dan - N -
f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pénga‘wésaﬁ'_. : y'a'ng-:f_ '-

diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 76

(1} Dalam hal keuangan Perumda Aneka Usaha tidak 1naz‘npu memblayal o :

pelaksanaan tugas komite audit dan komite 1amnya Pemmda Aneka-'_'.'
Usaha tersebut dapat tidak membentuk komite aucht_-_dan : kom_li;e

lainnya.

{2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan korm‘te lamnya dengan:'_ :3}: i

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fulwsl komne a{idzt '_ |

dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas mtern

BAB X
PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Rencana Bisnis

Pasal 77

(1) Direksi wajib menylapkan rencana bisnis yang hendak dlcapai dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat. (1);.-pa_ilir;§.: fégacii_kﬁt’;_z;";{: i

mermuat:

a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

b. kondisi Perumda Aneka Usaha saat ini; e

c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana b:tsmg daﬁ _

d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebigakan dam pmgram kerja S
(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bzsms kepada Dewan

Pengawas untuk ditandatangani bersama. ' | B '_ |
(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewem PenGaWdS

disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesah&m

35
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(5)

(6)

Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iiaérup:akari_ dasa:; =

perjanjian kontrak kinerja.

Rencana bisnis sebagaimana- dnnaksud pada ayat (4)dlsampazkan -'_f_:.

kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Aiiggafazﬁ

Pasal 78 -

Direksi wajib menyiapkan reneeﬁa kerj ja dan angﬁaran yang mez‘upakan_

penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

Rencana kerja dan anggaran sebagazmana dimaksud pada ayat (1)_

paling sedikit memuat rencana rinci program ker}a da:n anggaran o
tahunan. | T LT
Direksi menyampaikan rencana’ ker;a dan an Garan I{epada Dewan.;_:_
Pengawas paling lambat pada ___akhlr buian Novembﬁr'::“;f' g

ditandatangani bersama.

Rencana kerja dan anggaran yang telah dltandataﬂﬂam bersama Dewaﬁ____

Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapa’ckan pengesahan

-_ BAB X1
OPERASIONAL
Bagian Kesatu

Standar Oper. aszonai Prosedur

Pasal 79

Operasional Perumda Ancka Usaha dziaksanakaﬂ bmdasat‘kan siandau

operasional prosedur.

Standar operasional prosedur d1susun oleh Dzreksx dan" dasetujui oleh_.f.
Dewan Pengawas. | S | S P
Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan sccara.
berkesinambungan. '. B - | : .- . e
Standar operasional prosedur scbagaimana dimaksud pada ayat (3
paling sedikit memuat aspek: o R

a. organ;

b. organisasi dan kepegawaian;
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(1)

{2)

c. keuangan;

d. pelayanan pelanggan;

e. risiko bisnis;

f. pengadaan barang dan jasa;
g. pengelolaan barang;

h. pemasaran; dan

ot 0

pengawasan. _
Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak'Peramran- :
Daerah ini diundangkan. o _
Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat @

disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 80 - -
Pengurusan Perumda Aneka Usaha dilaksanakan sesuai’ dengan tata

kelola perusahaan yang baik.

Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) R

terdiri atas prinsip:

a. transparansi;

b. akuntabilifas;

c. pertanggungjawaban;
d. kemandirian; dan

e. kewajaran.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaim'aﬁa.dirﬁaksuﬁ L

pada ayat (2) bertujuan untuk:

a. mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha;

b. mengoptimalkan nilai Perumda Aneka Usaha agar pemsahaan

memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional ‘maupun. =

internasional;

c. mendorong pengelolaan Perumda Aneka Usaha 'SEC&?Q .-_p'z_'of_ééi_onfal.,"’ .

efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan ._rriéﬁingka’tkén e

kemandirian organ Perumda Aneka Usaha;
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d. mendorong agar organ Perumda Aneka Usaha _dalafﬁ._mezﬁb{lat-ﬂ
keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang
tinggl dan kepatuhan terhadap peraturan perundaﬁg—iiﬁdaﬁg&fg
serta kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pe'mangku
kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumida
Aneka Usaha; o _

e. meningkatkan  kontribusi Perumda Aneka  Usaha - dalam
perekonomian nasional; dan I

f. meningkatkan iklim wusaha yang kondusif bagi. pé’i‘kéi’iﬁibmgan'
investasi nasional. - o

(4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pacia -ajrat _(‘2) ¥
dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi. o | 4 |
(5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan p&iiﬁg 'iar'l‘iba‘t'é -

{(dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 81 o e
{1} Pengadaan barang dan jasa Perumda Anecka Usaha' dﬂaksanakan "
memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. _ N RREE ._
(2} Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan :j'as';.'_;{ Peiumda
Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) '.bérp'edéiﬁaﬁ pada |

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kerja Sama

Pasal 82

(1) Perumda Aneka Usaha dapat melakukan kerja sama dengan p1haklam e

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haz*ussalmg
menguntungkan dan melindungi kepentingan Péiilefiﬂt?ih Daerah: -
masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama. hay AR

(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Aneka Usaha'.'dené@ii ?i_h:ak 3am i
merupakan kewenangan Direksi sesual dengan mek'aﬁisime. mieu—;a}

perusahaan,
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(4)

Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset'tétép yang :diiﬁifilii' ER

Perumda Aneka Usaha, kerja sama dimaksud dilakukan méfalluif kerja
sama operasi. | | | |
Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan 'ekﬁitas'_berlaku o
ketentuan: ' | |
a, disetujui oleh KPM; o _
b. laporan keuangan Perumda Aneka Usaha 3 (tiga) tahun ierakhzr

dalam keadaan sehat; | | | )
c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah darl Perumda a

Aneka Usaha yang berasal dari penyertaan modal Daer ah dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Perumda Aneka Usaha memprioritaskan kerja sama dengan BUMD darz- o

Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung ker_]a sama Daerah

Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan . kepada Pemmda‘ S

Aneka Usaha untuk melaksanakan kerja sama. R :
Pelaksanaan lebih lanjut mengenai kerja sama _Pérumda'-A_ﬁcké Usaha

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.: -

Bagian Kelima

Pinjaman

Pasal 83

Perumda Aneka Usaha dapat melakukan pmjaman dan 1e1nb'1gaf'-f“'-'_' '.'

keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumbez dana_f._'__-;::"- .'

lainnya dari dalam negeri untuk p&ngembanffan usaha dan investafsi

Dalam hal pinjaman sebagaimana dzmaksud pacia - ayat (1) .
mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Aneka Usaha yang berasal

dari hasil usaha Perumda Aneka Usaha dapat dljadlkan gamman untuk_f: .-

mendapatkan pinjaman.

Dalam hal Perumda Aneka Usaha meialmkan pmjaman uebagalmanai_ i

dimaksud pada ayat (1) kepada Pemermtah Damah tadak

dipersyaratkan jaminan.

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pinjaman. Perumda Anck& Usa.ha--'._'. .

berpedoman pada ketentuan peraturan pemndanmundanﬁan

]
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BAB XII
PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 84 -
(1} Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan ‘dan laporan-

tahunan.

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagazmana dzmaksud pada -

avat {1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yamﬁ disampazkan

kepada KPM.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlsampaﬂ{an " -

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sctelah '.:éil%;ll_ir' trmfu}an

berkenaan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) disampmkan_f:f -

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku

Perumda Aneka Usaha ditutup.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada: ayat .(4)_.:dis:§th'1%aﬁ' oleh e

KPM.

(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangam }aporaﬂ_';:_}"}'_'

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) hazus dlsebutkan’-'

alasannya secara tertulis.

(7} Tata cara penyampaian dan penyebarluasan 1aporan iahunan Dewan;_'_:__f’_j__-_' S

Pengawas berpedoman pada peraturan per undancr-nndangan

Bagian Kedua

Pelaporan Direksi

Pasal 85
(1) Laporan Direksi terdiri atas:
a. laporan bulanan,;
b. laporan triwulan; dan

c. laporan tahunan.

(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebafgaiﬁiaﬁa .' dii’ﬁé{kéﬁé:”peiﬂé S

ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas 1ap0ran keglaian operaswnal

dan laporan keuangan yang disampaikan kepada I}ewan Pe:ngawas
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Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat ("1):.}.1&'1*{1'1" 'C'.téirdiz"iﬂ E

atas laporan keuangan vang telah diaudit dan laporan manajemen yang

ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dilmaks'u:d pa'da'
ayat (2) dan ayat (3} disampaikan kepada KPM.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh
KPM paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah diterima. -
Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat-'paliﬂg
lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahuﬁan-_séiﬁégailﬁéiia
dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM. i |

Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutlan

alasannya secara tertulis.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”_-di'sémpaikah:_-

kepada Menteri Dalam Negeri.

Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan - '-Diif&iééi_ o

berpedoman pada ketetuan peraturan perumdang—undangah; o

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan

Pasal 86
Laporan tahunan paling sedikit memuat:
a. laporan keuangar;
b. laporan mengenai kegiatan Perumda Aneka Usaha; R

c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan’ 1mgi<:1mﬁan

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhr- o

kegiatan usaha;

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah. dﬂaksanakan oieh o

Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru Iampau L

{. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, da}f_l : R

o

tahun yvang baru lampau.
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf apabng

sedikit memuat: e
a. neraca akhir tahun buku yang baru lérﬁpau dalam’ peabandmgan .
dengan tahun buku sebelumnya; . .

b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; -
¢. laporan arus kas; e
d. laporan perubahan elmitas; dan

e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XIlII
PENGGUNAAN LABA

Pasal 87

(1) Penggunanaan laba Perumda Ancka Usaha diatur dalamanggaran o

dasar.

(2) Penggunaan laba Perumda Aneka Usahasebaga1manad1maksudp&da T

ayat {1) digunakan untuk:

a. pemenuhan dana cadangan;

b. peningkatan kuantitas, kualitas dan’ kontmuztas pelayanan umum S

pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha

“dividen yang menjadi hak Daerah

a0

tantiern untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas

bonus untuk pegawai; dan/atau

-

perundang-undangan.

(3} KPM memprioritaskan penggunaaan laba unmk pemngkatan uantztas,_.._

kualitas, dan kontinuitas peiayanan urnuny; pelayanan dasar.-:__ an usah a_: . :..:_: 1

perintisan Perumda Aneka Usaha setelah dana cadangan dzpenuhi

(4) Besaran penggunaan laba d1tetapkan setiap iahun oleh KPI\/E

Pasal 88 Lo
(1) Perumda Aneka Usaha Wagzb menmmhkan 3umiah iertentu dam Eaba

bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) Wﬁjlb

dilakukan sampai dengan dana Cadangan meneapm pahnrr sedlkn 20%

(dua puluh persen) dari modal Perumda Aneka Usaha
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(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud'p’ada ayat
(2} berlaku apabila Perumda Aneka Usaha mempunyai saldo laba yang
positif.

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari
modal, hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda
Aneka Usaha.

(5} Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen),
KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut
digunakan untuk keperluan Perumda Aneka Usaha.

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut
memperoleh laba dengan cara yang baik dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan. _

(7} Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam

perhitungan laba rugi.

Pasal 89 _
Dividen Perumda Aneka Usaha yang menjadi hak Daerah merupaké;ﬁ

penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 90

(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai

paling tinggi 5% {lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi _‘L‘.mti,ik”_; e

dana cadangan. o _
{2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kin’er’j'a' Perumda .

Aneka Usaha dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 'b'iay'a'.' L

Pasal 91 _
Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkaﬁladaﬁjzé‘_

kerugian yang tidalk dapat ditutup dengan dana cadangan, k’er‘é,igiaﬁ 5

tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha. dan

dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat '_ tersebut e

belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- o

undangan.

Pasal 92 _
{1} Perumda Aneka Usaha menyisihkan sebagian laba bersih. untule

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
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(2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lihgkungan -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan

pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB X1V
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 93

Perumda Aneka Usaha dapat membentuk anak perusahaan.

Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Aneka Usaha dapat

bermitra dengan:

a.

b.

badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan /atau

badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi

persyaratan:

a.

laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor
akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan
pengecualian;

perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor =

akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan

Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat _:(1)

. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai

paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung -

secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

harus memenuhi persyaratan:

a.
b.

disetujui oleh KPM; N _
minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan fsebag.ai o
pemegang saham pengendali; _ _ :
laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan

tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda ':. o

Aneka Usaha yang berasal dari penyertaan modal Daerah, -

Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubéh’aﬁ

kepemilikan saham Perumda Aneka Usaha di anak '_.peruSahaa;i}' _Q': o

dilakukan dengan persetujuan KPM.
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(1)

(2)

(1)

(2)

BAB XV
KEPAILITAN

Pasal 94
Perumda Aneka Usaha dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Direksi Perumda Aneka Usaha hanya dapat mengajukan permohonan
kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh

persetujuan dari Gubernur dan DPRD.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 95

Pembubaran Perumda Ancka Usaha ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanalan

apabila Perumda Aneka Usaha mengalami kerugian akibat utazag"yéng :

melebihi modal atau sebab lain.

Apabila terjadi pembubaran, fungsi Perumda Aneka Usaha icﬁiéks‘énakéﬁ .

oleh Pemerintah Daerah.

Apabila terjadi pembubaran, kekayaan Daerah hasil .pemhﬁbé;i"afz

dikembalikan kepada Daerah dan menjadi hak Daerah.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 96

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap '_péngu;mSa_ﬁ

Perumda Aneka Usaha.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksaﬁai;_én-oléh: - =

a. Sekretaris Daerah;

b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan = a

teknis BUMD; dan ..
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c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang mel'aklséﬁ:éﬁ{éﬂ_-;f{fﬁhgfé_i.":-? '”_:’:f -

pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 97

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan fer hadap pengmusaﬁ-;-_f =

Perumda Aneka Usaha pada kebijakan yang berszfat stra‘tefrls

Pasal 98 _ | B -
(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan : fung31 Pemhmaan _:::. R
teknis BUMD mempunyai tugas melakukan: . B P Iy

a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan; .

=

pembinaan kepengurusan;

pembinaan pendayagunaan aset;

oo

pembinaan pengembangan bisnis;

monitoring dan evaluasi;

1

anp’

administrasi pembinaan; dan -

g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretarzs Dael ah

(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungs

pembinaan teknis BUMD disesuaikan deng&m perangkat ciaerah ataz,.'i

unit kerja pada perangkat daerah yancf menangam BUMD

Bagian Kedua 8

Pengawasan

Pasal 99 |

(1} Pengawasan terhadap Perumda Aneka Usqha dﬂakukan umtuk

menegakkan tata kelola perusahaan yang balk

(2} Pengawasan sebagaimana dzmaksud pada ayat (. ) dﬂakukaﬁaleh

pengawasan internal dan pengawasan ekstemai

(3) Pengawasan internal sebagaimana- dzmalasud pada ayat ( ) dﬂakukan:]
oleh satuan pengawas intern, koriite audit, da:n / atau komﬁ:e Iamnya
{4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dﬂakﬁkang
oleh: KR
a. Pemerintah Daerah; _
b. Menteri untuk pengawasan umuim; dan o L e
c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga fpemeiﬁ.ﬁtéh- nonkemenieman

untuk pengawasan teknis.
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(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang

melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kekayaan, hak dan
kewajiban Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi kekayaan, hak dan -~

kewajiban Perumda Aneka Usaha.

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, anggota Dewan -Peiigawaé': L

dan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha tetap melaksanakan tugasnya -~ ..

sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas dan Direksi .P'émmdja -
Aneka Usaha yang merupakan hasil seleksi sebagaimana dimakSud'fdaiam s

Peraturan Daerah ini.

Pasal 102 -

{1} Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh -::pegaﬁi_ai e
Perusahaan Daerah Aneka Usaha vyang sudah ada dapai :-diaﬁgka‘ﬁ .
menjadi pegawai Perumda Aneka Usaha, apabila dinya,takem | }.til_j;};s
seleksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daérah:iﬁi'étaﬁ lulus

penilaian dari Direksi.

(2) Pengangkatan Pegawai Perumda Ancka Usaha yang-d’iﬁy&takan' lus

seleksi atau lulus penilaian sebagaimana dimaksud paci_él ayat {1) tidal "~

berlaku batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 éiyat' (2) huruf
{3) Pegawai yang dinyatakan tidak lulus seleksi atau tidak hﬂﬁs‘-peﬁii&iéﬁ _: 5

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan der’_a_gani 'h'oriﬁéf daﬁi i

diberikan pesangon sesuai kemampuan keuangan Perii.m:da' : .Ai*ie'_k.a 3

Usaha. o . s R
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BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah
Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1988 Nomor 66 Seri D
Nomor 63) sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka
Usaha Provinsi Kalimantan Barat {Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Proviﬁéi
Kalimantan Barat Nomor 3) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 104
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daecrah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1988 |
tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propills:i'
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Kalirnantan Barat -
Tahun 1988 Nomor 66 Seri D Nomor 63); dan |

b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 _Tahun'-_QOIO

tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat =

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 201.0 Nomor 4, |

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan =~

paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan " Daerah ini

diundangkan.
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Pasal 106 T
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar seffiaf}
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perattiran Dae:i ah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan Bamt

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal C "Ai"??m o 2{}23 S S

«GUBERNUR KALIMANTANBARAT;;;%

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal & Apn| 2023

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

i

HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 3 69/ 2023

47




Pasal 106
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

‘\ SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATUARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  :
3-69/2023
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PENJELASAN
ATAS e
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR  TAHUN 2023

TENTANG |
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

I. UMUM | _ R |
Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang didirikan -'s'ejék' Té;h'ﬂri
1988 berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonoim daerah dan

sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan Pendapaian As‘h Qaemh'}f:_* -

(PAD) dan dikelola oleh pengurus yang mempuﬂyal pencetahuan sema_--‘.’_'--_:

pengalaman sesuai di bidangnya (bidang usaha). - S
Dalam melaksanakan dan men_}alankaﬂ Perusahaan Daerah. G

Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat agar Eebzh berdayaguna éan_?_"_; i

berhasilguna berdasarkan prinsip-prinsip pemsahaan yanw sehm sebacraii'i’f. e

salah satu upaya pengembangan sarana perekongmiaﬂ dae;:*ah yan@f
dapat meningkatkan Pendapatan Asli. E‘aaerah maka Peratu:aﬁ Baemh:-_ﬁ_-;:" L
Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1988 teniang Pembemtukan TR

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Kahmantan Baz.at perlu::'_-; e

dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan karena Sudah tidak sesua"'
lagi dengan situasi dan kondisi Sehmgga dibcnmk Pezatman Daerah;_-
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 9010 tentanw Perabahaan_'_.f
Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat S e |

Pendirian Perusahaan 'Daerah- Aﬂeka Usaha dzc%asarka;n p da
Undang~-Undang Nomor 5 Tahu;n 1962 tezztang Pemsahaan Daeréh

Namun dengan berlakunya UndangUndaﬁg Nemor 23 ’I‘ahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, U‘ﬂdang-UndaﬂG Nomor 5 Tahuzl 1@625__:_.__.__
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku UndanngndanO‘ Nomor 23 Tahun E

2014 mengamanatkan penyustunan Peraturan Pemermtah 'ientang;.-_ :5'_;_ :. e
Badan usaha Milik Daerah; sehmgga ter‘omiah Peraturan Pemermtah '
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Ivhhk Da@rah

Dengan berlakunya Peraturan Pemermtah Nomoz 54 ‘I‘ahun 2027

tentang Badan Usaha M;hk Daerah yang dﬂmdakianjuu _denffan'

Peraturan Menteri Dalam Neweﬂ Nomor 37 Tahun 26)18

T e
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iI.

Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha 'Mﬂik'ﬂaerah;' .

maka Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1988

tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propmsi :

Kalimantan Barat dan Peraturan Daerah Provinsi Kahmaman Bamt"__'

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka i}saha P‘rovmsz L
Kalimantan Barat perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan .

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang. &=

Badan Usaha Milik Daerah. =
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perubahan bentuk

hukum, yang semula berbentuk Perusahaan Daerah’ (';iiubah'fzﬁeﬁjaéi o

Perusahaan Umum Daerah (Perumda), yang diikuti dengan pengaturan =

lain di antaranya mengenai organ, pegawai, penggunaan laba dan lain:

sebagainya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1) o SO
Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang d;dmkan denﬂan-_l_._'__" ;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 dmba_h ben‘i,uia-'-z_:-f'_{': |
hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Pemmda) :_.j: ok
Aneka Usaha dengan Peraturan Daerah ini. I
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3}
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Culkwup jelas.
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Pasal 5

Ayat (1) | o Lo
Bidang-bidang usahia’ yanﬁ dzmaksuci dapat dlberlkanf .
kewenangan apabﬂa éipaﬁdm’w perlu un‘tuk dﬁaksanakan}'_g o
sesuai dengan . sifat a‘i:aupun Jems usahfmya yang"-;__'} . Ry
diharapkan dapat menun}ang kcma;uan Pelamda Anek& -
Usaha serta memberikan ruang gerak yang k:bzh luas bagi.:_
pengembangan Perumda Arnieka Usaha ' S
Ayat (2) ' _ Sy
Pendirian Anak Perusahaan/] Bada_n Usaha, J omt Ven’mre
Kantor Perwakilan Perumda Aneka Usaha d1mak_sudkan S
untuk lebih memperluas janngan dan J&ﬁgkauan usaha'.'f:;.
Perumda. Selain 1tu juga dxharapkan dapat memﬂgkatkan”f :
mutu pelayanan : (pemberlan _}asa) pada masya:xakai:
sekaligus memberikan kontnbus; dalam menmgkatkam-
pertumbuhan  ekonomi daerah da_ membaﬁm

meningkatkan’ Pendapatan Asli Daerah
Ayat (3) '
Culoup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) : : Sl
Modal dasar yang teiah d1setor kepada Pemmda Anekaﬁ
Usaha sebesar Rp.- -49 912! 13{} 204 OO (empa‘t puiuh':'_"ﬁ
sembilan mﬂyar sembﬂan I'ai:us dua belas juta sez‘at"

tiga puluh ribu dua ratus empat rupiah ditua
dalam Peramraxx Daerah tentang Penyelgaan_ Modai*’-

Pemerintah Provinsi: Kahmantan Barat Pada Perusahaanﬁ’-
Daerah Ancka Usaha vams1 Iéahmanian Barat
Ayat (3) : _ Sl b :
Penambahan penyeltaan = rﬁiodail ciﬂalmkan
kebutuhan mvestaSE penrrembangan Perumd

daezah pmgaman darl pemermtah Pu%at

sebagainya.
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Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Avat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" mellpuu pi‘oyek APBD

yang dikelola oleh BUMD dan/aiau pmtan@ daezahf-__}

pada BUMD yancr d1jac}_1kan SEbac?az pel’lyertaan ﬁ'lﬂdal::_.:'_'__ aurs

daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "'konvefél dajl pmjamarz S

adalah pinjaman daerah yang dzk:onverm dalam

bentuk penyertaan modal daelah pada BUMD

Ayat (2)
Cukup jelas.
Avyat (3}
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢ _ R IR U S e
Penugasan -Pe:merini:ah- Daarah kepada : Perumda."“:’
Aneka Usaha harus disesualkan deﬂgan -_]61’118
penugasan -Pemerintah Daerah dan tu}uan Pe:mmda
Aneka Usaha. e S
Ayat (4}

Yang dimaksud dengan ‘rencana blSl’ilS Pemmda Anek&_:'--__?'-‘:'f-__-.'_j:-

Usaha" adalah rincian kegzatan dengaﬂ ;angka waktu pahnoi-:ffﬂ_;._ Ty

singkat 3 (tiga) tahiin atau yang dzsebut bussmess pfan

Ayat (D)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- -5 : !
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢ _ e
Yang dimaksud dengan “sumber 'ié{iﬂﬂya”__' _'ac_iéli.eih'
pinjaman yang berasal dari iembaga.fkéﬂém:ggﬁ.-':-i'gjaﬁk_.:
atau nonbank sesuai dengan _ketefimé'ﬁ:'.'p'ér'a‘i_:ii'faii’_-.._f._ -
perundang-undangarn. R Sl

Ayat (2)
Culkup jelas.
Ayat (3)

Culkup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat {1}
vang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan” adalah
penambahan modal disetor Yang befaga}* dau : ;
cadangan. | ' LR

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keunm‘ﬂg&ﬂrevaluaggaget”

adalah selisih revaluasi aset yang beializbaﬁnaikmfa
T, S el
Avyat {2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

KARD FERANGRAT DARRAK WP SRRSO IR | B
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Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat {1}

Yang dimaksud dengan unsur mdependen adalah-' anggc)ta

Dewan Penwawas yanof udak ada hubung’m kclualga:

hubungan bisnis dengaﬂ Dlrekm il

Ayat (2)

diprioritaskan dalam

pengawasan BUMD_.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang

dimaksud - dengaﬂ

Pejabat Pemermtah Pusat dan pegabat Pemermtah ._-.Dae

ra:ngka ev_a_luam

" “lembaga profesmnai” '. ": ada}ah

pembma&n o dan

lembaga pemermtah atau swasta yang berkompeten .dl

bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Culaup jelas.

Ayat (2)
Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan
waktunya dengan penganglkatan anggota  Direksi
dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan
kepengurusan BUMD.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Culup jelas.

Ayat (7)

Culkup jelas,

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Eano PERANGEAT BALRAN - . gt
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Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a _
Cukup jelas. |
Huruf b |
Cukup jela's.'._.- :
Huruf ¢
Cukup jelas. =
Huruf d
Cukup jeia'.'sz.' _
Huruf e |
Cukup jelas.
Huruf { L =
Yang dlmaksud. “ketentuan peraturan._.:. perundangm
Lmdangan adaiah ketentuan peratman pemndan
undangan lamnya Sepert1 Undang—Unda_n 'f'Nomor 3
Tahun 2014 tentancr Pemermiahan Daérah"” yémg
mencratur :bahwa anggota DPRD dﬂara;nw merang p
jabatan sebaca; pegawal BUMD atau bad '
anggarannya bersumber ciarz AP’BD .
Huruf g - | i
Cukup jei'a;sL S
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Culkup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
G\ 17




Huruf a

Culcup jelas.

Huraf b

Angka 1

Cukup jelas.

Anglka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan
konflik kepentingan" adalah kondisi anggota
Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan
pribadi untuk menguntungkan diri sendiri
dan/atau orang lain dalam penggunaan
wewenang sehingga dapat mempengaruhi
netralitas dan kualitas keputusan dan/atau

tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
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Ayat (2]
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan
mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan
tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang
dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan
tujuan Perumda Ancka Usaha.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat {2} 3
Yang dimaksud dengan ‘“lembaga profesional” -ada}'a}g' o
lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di
bidangnya. o
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4}

Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1) | R
Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah -.péﬁayataén” '
kesepakatan dengan perusahaan (statemen’t':_f}f _éd?}fﬁt}f*até o
intent) yang memuat antara lain janji _ata'ﬁ "pemya'téié_jn _ 

Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. o
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

58
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Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik
kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang
memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan
diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan
wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas
dan kualitas keputusan dan/atau findakan yang
dibuat dan/atau dilakukannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) P _ BRI
Yang dimaksud dengan “keadaan tei‘ﬁe_n'tu’?' ada}ahkeadaan
mendesak vang membutuhkan _keputiﬁzs’aﬂ Secara cepat cian

tidak mungkin diadakan rapat. = -
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Ayat {3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1}

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3}

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud denaan Pejabat dan mtez nal Perumda Aneka
Usaha yaitu pegawai Perumda Aneka Usaha j,razw memegano e

jabatan tertentu d1 Pemmda Ancka Usaha

Pasal 57

Culkup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

G0
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Pasal 635
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas infern” 'aamah’- '

unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk'melﬁbéifikém -

jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas

pelaporan keuangan serta melakukan kegiat'aiif;l#’:éﬁsulfééi’;

bagi manajemen dengan tujuan untuk :mén_iﬁfgkatkériﬁ mla;

(value) dan memperbaiki operasional - Perumda - melalui - |

evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen  risiko, =

pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk .':sé;’t;ia'n.' 1S

pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan. .

perundang-undangan.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Ayat {3}
Cukup jelas.
Ayat {4)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
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Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)

Culzup jelas.

Ayat (2)
Huruf

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah.

keterbukaan dalam melaksanakan ' . proses

pengambilan keputusan dan keterbukaan détl'aifﬁ. L

mengungkapkan informasi yang relevan 'mengenai . =

perusahaan.
HARD srrancEBnarRaN - .
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Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Huruf b | |
Yang dimaksud dengan prmszp "akuntabzhtas adaiah-: i
kejelasan fungsi, pelaksanaan, daﬁ
pertanggun.'a\x}aban organ sehmgga peng eiolaan | o
perusahaan teriaksana secara efektlf | '

Huruf ¢ ' - B
Yang dimaksud dengan-pl*in'sip pertanggung]awaban
adalah kesesuazan ‘dalam - pengelolaan pe1usahaan -
terhadap peraturan pemndang_uﬁdaggan. .‘?1&11_ Pmi}s_i_p o -
korporasi yang sechat. e

Huruf d Sl _ -
Yang dimaksud dengan prmszp “kemandman adalahf_- g _'
keadaan di ~‘mana pentsahaan | dﬂ«:ﬁiola secara
profesional * tanpa benturan kcpentmgan | dan'f_ s

pengaruh/tekanan dam pzhak mgmapun Yang tldak

sesuai dengan Ketentuan peraturara pcrundang o
undangan dan prinsip korpoms1 yang seha’a

Huruf e

Yang dimaksud dengan prmmp "kewa;aran ad'éieﬁ{_;':

keadilan dan kesetaraan dl cialam memenuhz hakf._

pemangku kepentmcan (stakeholders) yang '*'tzmbul

berdasarkan perjanjzan dan peratuzan pei‘undang

undangan.

Cukup jelas.

Tata Kelola Pemsahaan yang Baﬁ«: cii mataranya_.'memua;:
manual pengurus (board manual) manual manajemen riszka
sistem pengendalian’ intern, g Slstem penoawasazﬂ : mtern
mekanisme pelaporan atas dugaan penylmpangan pada
Perumda Aneka Usahd yang _bersanﬁkutan, iata keioia

teknologi mformasz dan pedoman perllaku ettka cod@ {)f

conduct).

Cukup jelas.
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Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Culup jelas.

Pasal 86

Culkup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.
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Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Sebab lain yaitu sebab yang mengaklbatkanPelumdaAneka

Usaha tidak bisa/tidak mampu melaksanakan kegidtan
usaha sesuai dengan tujuan pendirian'n"ya_ I L R R
Ayat (3) :
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.
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Pasal 102

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Penilaian atau Assessment adalah
suatu penerapan dan penggunaan berbagai cara dan alat
untuk mendapatkan serangkaian informasi tentang kinerja
pegawai dan pencapaian tujuan perusahaan oleh pegawai
yang bersangkutan. Penilaian ini dilaksanakan bertijuan
untuk mengetahui sejauh apa presatasi pegawai dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.
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